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Abstract

This study aims to determine the concept of guardian justice for the rights
of polygamous orphans in the perspective of al-Maslakah al-Mursalah.
This research uses a type of qualitative descriptive research using a
normative approach and using a deductive analysis method. The results of
the study show that: (1) the urgency of polygamy justice in Islam is
preventing tyranny against wives, avoiding the punishment of Allah SWT.
the pain on the Day of Judgment, avoiding divisions in the family, not
making it easy in Allah's law. and stay away from polygamy if you not be
able to do justice to all wives; (2) the concept of guardianship for orphans
in Islamic law, namely the guardianship of orphans is the same as the order
of guardians in marriage; (3) the concept of guardian justice for the rights
of polygamous orphans, namely that there is no difference in justice
between polygamous orphans by their guardians and other women in terms
of maintenance, clothing, shelter, night distribution and husband's
kindness including giving dowry. The concept of guardian justice for the
rights of polygamous orphans in the perspective of al-Maslakah al-
Mursalah is carrying out polygamy procedures according to state law,
namely the recording of polygamy in the Religious Courts which must be
carried out by guardians who want to polygamy orphans under their
guardianship for the benefit of personal, family and society.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep keadilan wali terhadap
hak anak yatim yang dipoligaminya dalam perspektif al-Maslahah al-
Mursalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif
dengan menggunakan metode pendekatan normatif serta menggunakan
metode analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) urgensi
keadilan poligami dalam Islam yaitu mencegah terjadinya kezaliman
kepada istri, menjauhi azab Allah swt. yang pedih di hari kiamat,
menghindari perpecahan dalam keluarga, tidak memudah-memudahkan
dalam syariat Allah swt. dan menjauhi poligami jika tidak akan mampu
berbuat adil kepada semua istri; (2) konsep perwalian anak yatim dalam
syariat Islam yaitu wali anak yatim sama dengan urutan wali dalam
pernikahan; (3) konsep keadilan wali terhadap hak anak yatim yang
dipoligami yaitu tidak ada perbedaan keadilan antara anak yatim yang
dipoligami oleh walinya dengan wanita lain baik dari nafkah, pakaian,
tempat tinggal, pembagian malam dan kebaikan suami termasuk pemberian
mahar. Adapun konsep keadilan wali terhadap hak anak yatim yang
dipoligami dalam perspektif al-Maslakah al-Mursalah adalah melakukan
prosedur poligami menurut hukum negara yaitu pencatatan poligami di
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Pengadilan Agama yang harus dilaksanakan oleh wali yang ingin
mempoligami anak yatim di bawah perwaliannya demi kemaslahatan
pribadi, keluarga dan masyaraka.
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PENDAHULUAN

Poligami dalam Islam tidak dilarang dan tidak pula diwajibkan tetapi
diperbolenkan dengan menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalamnya sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam hubungan pernikahan.! Allah swt. membolehkan bagi suami
untuk memiliki lebih dari satu istri dengan ketentuan tidak melebihi empat sebagaimana
firman-Nya di dalam Q.S. al-Nisa’/4: 3.
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Terjemahnya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain)
yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu
miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.?
Kebolehan menikahi empat perempuan di dalam ayat tersebut dibolehkan dengan
syarat suami mampu berlaku adil kepada semua istrinya. Sebagaimana tafsirnya dalam
buku tafsir al-Tabari bahwa jika khawatir tidak berlaku adil kepada anak yatim (ketika
menikahinya) dan khawatir tidak berlaku adil kepada wanita-wanita (ketika
menikahinya), maka janganlah menikahi mereka kecuali satu sampai empat dan haram
untuk menambahnya. Jika khawatir tidak mampu berlaku adil ketika menambah (istri)
lebih dari satu maka janganlah menambahnya agar tidak berlaku zalim terhadap salah
satunya.’
Peningkatan jumlah perempuan dan rata-rata laki-laki dipersiapkan untuk perang
serta masalah hidup dan biaya hidup menjadi salah satu sebab diperbolehkannya
poligami.* Seperti data yang diperoleh dari data statistik, jumlah wanita dan pria yang

!Abii Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad al-Tayyar, Al-‘Ad! fi al-Ta ‘addud (Al-Riyad: Dar al-‘Asimah,
1993), h. 34.

2Kementrian Agama R.1., Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan (Bandung: Sygma, 2007), h. 77.

3Abi Ja’far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabart, Juz 6 (Cet. I; Al-Qahirah: Dar Hijr, 2001), h.
362.

“Mahmiid Muhammad Garib, Ta ‘adudu al-Zaujat baina Haqaiq al-Tanzi wa Iftiraiat al-Tadlil (Cet. 11; Al-
Qahirah: Dar al-Qalam, 2004), h. 6.
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membentuk populasi dunia hampir sama, meskipun jumlah pria sedikit lebih
dibandingkan wanita. Sebagaimana perkiraan PBB tahun 2015, wanita menyumbang
sekitar 49,6% dari total populasi global. Meskipun rasio jenis kelamin manusia hampir
1:1, populasi perempuan dan laki-laki tidak merata secara global. Di beberapa negara,
jumlah wanita jauh melebihi jumlah pria. Bahkan lebih dari 100 negara lebih banyak
memiliki wanita dari pada pria. Sepuluh negara teratas wanita terbanyak memiliki
setidaknya 53% dari populasi. Beberapa negara tersebut antara lain Nepal (54,4%), Latvia
(54,0%), dan Lithuania (53,7%), Ukraina (53,7%) dan Rusia (53,7%). Beberapa faktor
bisa terjadi akibat usia wanita yang memungkinkan lebih lama hidup dan para pria yang
gugur dalam peperangan.®

Adapun beberapa keadaan istri yang dapat menyebabkan suami menikah lagi
yaitu kemandulan, sakit, atau perjalanan jauh untuk bekerja atau belajar dan beberapa
orang tidak dapat menanggung hal tersebut tanpa seorang istri dan poligami menjadi jalan
keluarnya.® Sementara dari pihak suami terdapat beberapa faktor penyebab atau alasan
poligami pada masa sekarang yang dilayangkan oleh suami di Pengadilan Agama yaitu
karena istri tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis suami,” suami ingin
menjalankan syariat Islam dan menunjukkan ke publik bahwa poligami diperbolehkan
oleh agama dan hukum.®

Problematika poligami pada masa sekarang bukanlah merupakan masalah baru di
kalangan masyarakat luas. Adanya kebolehan poligami dalam syariat Islam menjadi salah
satu jalan keluar bagi suatu keluarga agar tetap kokoh meskipun banyak kekurangan yang
terdapat pada suami dan istri atau keduanya serta agar suami tidak terjatuh dalam
perbuatan maksiat seperti perzinahan ketika istri sudah tidak mampu lagi melaksanakan
kewajibannya. Namun semua tahu bahwa Islam tidak mengizinkan siapa pun untuk
memaksa seorang wanita menikah dengan pria yang memiliki satu istri atau lebih, jadi
dialah yang memilih, apakah dia masih perawan atau wanita yang sudah pernah
menikah.®

Syekh Ibn Mahmud tidak meragukan atau menyangkal bahwa merasa cukup
dengan satu istri ketika tujuannya tercapai itu lebih baik dari poligami. Hal tersebut
karena ketika Allah swt. mengizinkan poligami, tidak mengizinkannya dengan cara untuk
memenuhi keinginan dan kesenangan, melainkan diperbolehkan dengan syarat adil
terhadap semua istri.’® Begitu pentingnya keadilan dalam poligami sehingga menjadi
syarat poligami agar tidak terjadi kezaliman diantara istri-istrinya.

Melihat kasus ketidakadilan dalam poligami oleh suami terhadap istri pertamanya
di BTN Asabri, kecamatan Moncongloe, kabupaten Maros. Seorang istri dipoligami oleh

SLiputan6, “106 Negara dengan Populasi Wanita Terbanyak, Nomor 1 Nepal”, Situs Resmi Liputan6.
https://m.liputan6.com/global/read/4639817/106-negara-dengan-populasi-wanita-terbanyak-nomor-1-nepal (4 Juni
2022).

5Mahmiid Muhammad Garib, Ta ‘adud al-Zaujat baina Haqdiq al-Tanzi wa Iftirdiat al-Tadlil, h. 6-7.

Sinta Wahyuni, “Permohonan Izin Poligami Karena Ketidak Puasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi
Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)”, Skripsi (Purwokerto: Hukum Keluarga Islam Institut Agama
Islam Negeri Purwokerto, 2019), h. 3.

8Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, “Sepanjang 2021 Ada Enam Laki-laki di Bojonegoro Ajukan
Poligami” Official Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, https://www.pa-
bojonegoro.go.id/article/Sepanjang-2021-Ada-Enam-Laki-laki-di-Bojonegoro-Ajukan-ljin-Poligami (17 Mei 2022).

*Mahmiid Muhammad Garib, Ta 'adud al-Zaujat baina Haqdiq al-Tanzi wa Iftirdiat al-Tadlil, (Cet. 11; Al-
Qahirah: Dar al-Qalam, 2004), h. 6-7.

10Abt Muhammad Abdullah Ibn Ahmad al-Tayyar, Al-‘Ad! fi al-Ta addud, h. 40.
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suaminya dengan wanita lain sehingga hadirlah istri kedua dalam kehidupan rumah
tangganya. Namun berjalannya waktu sang suami mulai tidak berlaku adil bahkan sampai
sekarang sang istri sangat merasakan Kketidakadilan dalam rumah tangganya.
Ketidakadilan dirasakannya dalam pembagian malam dan nafkah. Sang istri harus
mengajar untuk memenuhi kebutuhan anaknya.*

Adil yang menjadi syarat dalam poligami adalah adil dalam perkara muamalah,
memberi nafkah, pergaulan dan pembagian malam. Adapun adil dalam hal perasaan hati
dan jiwa maka tidak termasuk darinya karena di luar keinginannya. Tidaklah dibebani
seseorang di luar kemampuannya, inilah yang telah Allah swt. kecualikan dalam firman-
Nya Q.S. al-Nisa’/4: 129.

Al gl el g LLE S Buss gy (eI G s of iphdeted g
Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu),

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain
terkatung-katung.?

Adil yang dimaksud dalam ayat di atas adalah adil yang dimiliki manusia dari
perkara-perkara yang nampak.®® Maka penting bagi seorang suami untuk berlaku adil dan
memberikan hak-hak setiap istri, anak-anak, keluarga dan hak-hak anak yatim yang di
bawah perwaliannya. Hal tersebut karena syariat Islam juga sangat memperhatikan
urusan anak yatim dan telah menetapkan hak-hak dalam hidup mereka,'* maka wajib bagi
wali untuk memberikan hak-hak tersebut.®™

Seorang anak yang kedua orangtuanya telah meninggal maka ia dinamakan yatim
piatu.’®* Anak yatim tersebut dipindahkan walinya sesuai dengan urutan wali nikah.
Sesungguhnya Islam telah mensyaratkan adanya wali bagi anak yatim yaitu wali yang
akan menjaga hartanya termasuk bagian dan kepentingannya.!’” Ketika kerabat yang
bukan mahram menjadi wali anak yatim ingin mempoligami anak yatim tersebut maka
Allah swt. mempersyaratkan adil baginya sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-
Nisa'/4: 3.

Pentingnya syarat tersebut karena sesungguhnya syariat Islam sangat menjaga dan
memperhatikan kemaslahatan umat dengan perhatian yang besar. Jika melihat hukum-
hukum yang di dalamnya terdapat nas-nas syariat, dapat ditemukan bahwa syariat tersebut
memiliki beberapa tujuan di antaranya untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan
mencegah kerusakan dari mereka.'® Melihat uraian di atas menarik untuk meneliti lebih
lanjut tentang konsep keadilan wali terhadap hak anak yatim tersebut dalam salah satu
dalil syarak vyaitu al-Maslakah al-Mursalah. Al-Magslakah al-Mursalah adalah
kemaslahatan yang belum dijelaskan oleh syariat baik dari segi penetapan maupun

“Ummu Abdullah (42 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Makassar, 18 Juni 2022.

L2Kementrian Agama R.1., Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan (Bandung: Sygma, 2007), h. 77.

B3Abli Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad al-Tayyar, Al-‘Ad! fi al-Ta addud, h. 49.

14¢ Abdullah Ibn Nasir Ibn ‘Abdullah al-Sudhan, Fad! Kafalah al-Yatim (Al-Riyad: t.p. 2000), h. 29.

15¢ Abdullah Ibn Nasir Ibn ‘Abdullah al-Sudhan, Fad! Kafalati al-Yatim, h. 35.

16 Abdullah Ibn Nasir Ibn ‘Abdullah al-Sudhan, Fad/ Kafalah al-Yatim, h. 11.

1"Salman Nasr al-Dayah, Ahkamul al-Yatim al-Maliyyah fi al-Syari’ah al-1slamiyyah wa Tagbigatiha fi al-
Muhakamati al-Syar’iyyah (Gaza: t.p. 2009), h. 16.

BMuhammad Mustafa Syulbi, Ta /il al-Akkam (Bairiit: Al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1981), h. 278.
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penghapusan yang memiliki tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan atau mencegah
kerusakan.'® Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji konsep keadilan dalam
poligami. Erni Windasari pada tahun 2020 melakukan penelitian lapangan yang berfokus
pada konsep keadilan dalam berpoligami yang menggunakan studi Yuridis di Pengadilan
Agama Barru. Penelitian ini menemukan bahwa konsep berpoligami pespektif yuridis di
Pengadilan Agama Barru segala sesuatunya diputuskan berpedoman pada Al-Qur’an,
bahwa keadilan poligami harus memenuhi segala aspek tindakan, tuntutan, hak dan
kewajiban.?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep keadilan wali
terhadap hak anak yatim yang dipoligami dalam perspektif al-Maslakah al-Mursalah.
Selain Itu pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan
normatif yang merupakan studi Islam dengan menggunakan pendekatan legal-formal atau
normatif. Maksud legal-formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-
benar, berpahala dan berdosa, boleh atau tidak dan tidak boleh, dan lain sebagainya.
Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam
nas.?! Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan library research
melalui sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang dihasilkan
dari sumber primer. Sumber primer adalah istilah yang digunakan dalam sejumlah
disiplin ilmu untuk mengambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi,
periode, atau ide yang dipelajari.??> Adapun data-data primer yang digunakan dalam
penelitian ini bersumber dari Al-Qur’an, hadis, buku Al-‘4d! fi al-Ta addud oleh Abu
Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad al-Tayyar, Al-Syark al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustagni’
oleh Muhammad Ibn Salih al-‘Usaimin, Sualat fi Ta ‘addud al-Zaujat oleh Muhammad
Sa’ad Buqgnah al-Syahrani, Fadl Kafalah al-Yatim oleh ‘Abdullah Ibn Nasir Ibn
‘Abdullah al-Sudhan dan buku Al-MasaliZz al-Mursalah oleh Mahmiud ‘Abdi al-Karim
Hasan. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber
sekunder dari data yang dibutuhkan.?® Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh
dari kajian-kajian, literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, kamus,
serta sumber online. Sementara metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu metode deduktif.

PEMBAHASAN

A. Poligami dalam Islam
Poligami secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu ta’addada,

yata’adadu, ta’addudan (1> =5—34xu—3425) yang berarti menambah, memperbanyak dan

Mahmiid ‘Abd al-Karim Hasan, Al-Masaliz al-Mursalah (Bairait: Dar al-Nahdah al-Islamiyyah, 1995), h.
39.

2Erni Windasari, “Konsep Keadilan dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)”, Skripsi
(Jakarta: Fak. Syariah dan lImu Hukum Islam IAIN Parepare, 2020). h. 71.

2K hairuin Nasution, Pengantar Studi Islam (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), h. 153.

2Muhammad Mustari dan M. Taufig Rahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Laksbang
Pressindo, 2012), h. 37.

23Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 71.
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menjadi lebih dari satu.? Secara istilah, poligami adalah menikahi lebih dari satu wanita
menurut apa yang telah syariat tentukan yaitu sampai batas empat istri.?® Poligami dalam
Al-Qur’an, sunah dan ijmak para ulama diperbolehkan. Allah swt. telah membolehkan
bagi laki-laki untuk mengumpulkan dalam satu waktu lebih dari satu istri. Sebagaimana
dijelaskan dalam Al-Qur’an, sunah dan ijmak para ulama bahwa kebolehan tersebut
hanya untuk menikahi empat wanita saja dan diharamkan lebih dari itu.?

Poligami merupakan salah satu syariat Islam yang telah diperbolehkan oleh Allah
swt. dengan syarat mampu berlaku adil dan tidak mengumpulkan lebih dari empat istri
dalam satu waktu. Allah swt. telah membolehkan Rasulullah saw. menikah lebih dari
empat wanita dan ini menjadi kekhususan bagi beliau tidak untuk yang lain. Hal ini karena
Rasulullah saw. memiliki kekhususan yang mana tidak diperbolehkan bagi yang lain.
Begitupun dengan kewajiban yang tidak diwajibkan bagi yang lain seperti salat malam
dan kebolehan untuk beliau yang tidak dibolehkan untuk yang lain. Maka tidak boleh bagi
selain Rasulullah saw. menikah dan mengumpulkan lebih dari empat istri.?’

1. Landasan Normatif Poligami
a. Al-Qur’an
Ayat Al-Qur’an yang memperbolehkan poligami terdapat pada surah al-Nisa’/4

3.

NREERNI - /¢9iﬂuw5wgw\wv§\su&m}>&;u %WV\%%
\}5 ‘/T /T w; /T c,&l.a/ I °/T gib/-\};

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain)
yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu
miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.?®
Poligami dalam ayat tersebut diperbolehkan dengan syarat-syarat yang harus
dilaksanakan oleh seorang muslim yaitu; (1) Jumlah (tidak melebihi empat istri); (2)
nafkah; (3) adil kepada semua istri; (4) tidak mengumpulkan wanita yang mempunyai
hubungan mahram, ada beberapa wanita yang mempunyai hubungan mahram yang haram
untuk dikumpulkan dalam pernikahan. Maka tidak boleh dalam kondisi apapun untuk
mengumpulkan mereka dalam satu waktu, seperti saudara perempuan, seorang wanita
dengan saudari ayah dan saudari ibunya dan ini adalah kesepakatan oleh para ulama.?
b. Sunah
Rasulullah saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

2Ahmadu Mukhtar ‘Abd al-Hamid Umar, Mu jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu’asarah, Jilid 2 (Cet. I;
Qahirah: ‘Alimu al-Kutub, 2008), h. 1464.

25 Ahmadu Mukhtar ‘Abd al-Hamid Umar, Mu jam al-Lugah al- ‘Arabiyyah al-Mu asarah, h. 1007,

2Abii Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad al-Tayyar, Al-‘Ad! fi al-Ta’addud (Al-Riyad: Dar al-‘Asimah,
1993), h. 10.

2’Muhammad Sa‘ad Buqnah al-Syahrani, Sualat fi Ta addud al-Zaujat (Cet. I; Bairlit: Muassasah al-Riyan,
2008). h, 17-18.

2BKementrian Agama R.1., Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan (Bandung: Sygma, 2007), h. 77.

29Abi Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad al-Tayyar, Al- ‘Ad! fi al-Ta addud, h. 20.
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Artinya:

Dari Ibn Umar bahwa Gailan Ibn Salamah masuk Islam, sedangkan ia mempunyai

sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam

bersamanya, kemudian Nabi saw. memerintahkan Gailan untuk memilih

(mempertahankan) empat di antara mereka (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menjelaskan bahwa poligami merupaka syariat Allah swt. yang
termasuk dari sunah Rasulullah saw. yang mulia. Selain itu dalam hadis menjelaskan
bahwasanya tidak boleh bagi suami memiliki istri melebihi empat wanita meski dalam
keadaan apapun. Meskipun Rasulullah saw. sendiri memiliki sembilan istri dan
mengumpulkannya dalam satu waktu. Hal ini karena merupakan kekhususan bagi
Rasulullah saw.3!

c. ljmak

Sesungguhnya ijmak kaum muslimin telah bersepakat tentang kebolehan poligami
berdasarkan dalil syariat yang dijadikan landasan. Tapi hal yang penting untuk ditaati
yaitu tidak mengumpulkan lebih dari empat istri serta mampu berlaku adil kepada
semuanya dengan keadilan yang sesuai syariat. Tidak ada yang berhak untuk menambah
lebih dari itu dengan mengatakan untuk mengikuti sunah Rasulullah saw. Kebolehan
Rasulullah saw. menikahi dan mengumpulkan sembilan istri karena merupakan
kebutuhan dakwah dalam hidupnya dan merupakan kebutuhan umat kepada istri-istrinya
setelah Rasulullah saw. wafat.®?

2. Sebab-sebab Poligami

Salah satu adanya poligami dalam syariat Islam yaitu untuk mencapai
kemaslahatan dalam rumah tangga karena adanya sebab-sebab tertentu dan masalah yang
sering terjadi. Adapun sebab yang melatari sesorang melakukan poligami yaitu sebagai
berikut:

a. Kemandulan, setelah menikah terkadang baru nampak bahwa istrinya mandul, yaitu
tidak bisa memiliki anak sehingga salah satu tujuan yang mendasar dan mulia dalam
pernikahan tidak bisa tercapai yaitu memiliki keturunan. Dalam hal ini, terdapat
pilihan bagi suami dari dua hal apakah menikah lagi atau bertahan dengan kondisi
seperti itu.

b. Adanya perselisihan antara pasangan, seringkali perselisihan terjadi antara pasangan,
terkadang berkurang dan meningkat sesuai dengan sifat pasangan dan orang-orang di
sekitarnya.

c. Perjalanan jauh yang sering, laki-laki menurut sifat pekerjaan mereka, sering
bepergian, mereka bergerak di sana-sini dan ini memaksa mereka untuk berpisah jauh
dengan keluarga mereka dan anak-anak mereka.

d. Monopaus.

30Muhammad Fawaid ‘Abd al-Baqi, Sunan al-Tarmizi, Juz 7 (Cet. I; Mesir: Mustafa al-Babi al-Hulbi, 1934),
h. 184.

SKusir Kamil ‘Ali, Nizam Ta ‘adud al-Zaujat fa al-Islam (t.t.: Dar al-I’tisam, 1975), h. 15.

32yusuf Qirdawi, Al-Halal wa al-Haram (Cet. XIV; n.p., 1984), h. 109.
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e. Kekuatan seksual (kebutuhan biologis) pada pria, beberapa pria telah diberikan
kekuatan seksual oleh Allah swt. dan tidak mungkin seorang istri menghalangi
keinginan suami ketika istri dalam keadaan menstruasi, hamil, nifas, sakit, dan lainnya.

f. Menjaga kehormatan wanita, poligami bisa dilakukan untuk menjaga kehormatan dan
kesucian wanita. Banyak wanita hidup tanpa suami dan jika mencegah poligami
mereka akan tetap tanpa suami.

g. Penyakit istri.

h. Lebih banyaknya wanita dari pada pria.

i. Syariat jihad dalam Islam.

J. Kondisi pria secara umum, kondisi beberapa pria berdasarkan pekerjaan, status dan
tempat mereka memerlukan pendamping lebih dari satu wanita untuk membantu dalam
pekerjaan dan kehidupannya.

k. Kecintaan seorang pria pada seorang wanita atau sebaliknya.

I. Kembalinya istri yang diceraikan kepada suaminya.

m. Menikahi kerabat.*

3. Konsep Keadilan Poligami dalam Syariat Islam
Para ulama telah menetapkan serta menjelaskan keadilan yang wajib ditunaikan
oleh seorang suami terhadap istri-istrinya. Keadilan tersebut mencakup hal-hal sebagai

berikut; (a) kesetaraan antara istri dalam nafkah dan pakaian; (b) tempat tinggal istri; (c)

kesetaraan antara istri dalam pembagian malam; (d) perlakuan baik terhadap semua istri.®

4. Urgensi Keadilan Poligami dalam Islam
Poligami disyariatkan oleh Allah swt. untuk mendatangkan banyak kemaslahatan
serta mencegah terjatuhnya manusia kedalam perkara yang diharamkan-Nya. Poligami
disyariatkan dengan keadilan yang harus ditegakkan oleh suami kepada semua istrinya.

Keadilan yang dimaksud oleh syariat adalah keadilan yang nampak dan bersifat

manusiawi bukan keadilan yang tidak dimiliki oleh manusia seperti perkara hati. Keadilan

tersebut menjadi syarat poligami bagi laki-laki karena terdapat urgensi di dalamnya yang
sangat dijaga oleh Islam.
Urgensi keadilan poligami dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a. Mencegah terjadinya kezaliman kepada istri.

b. Menjauhi azab Allah swt. yang pedih di hari kiamat bagi suami yang tidak adil kepada
istri-istrinya sebagaimana hadis Rasulullah saw.

f3 sl GRS J) JUS 0BT J 08 25 ) 1B —hos ade &) Lo 1 s e ol o

Pogs ol olg) (6 53 1L
Artinya:
Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda, "Siapa
memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya,
maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah.”
(HR. Abt Daud)

3Abii Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad al-Tayyar, Al- ‘Ad! fi al-Ta addud, h. 13-17.

34<Abd al-Nasir Tufiq al-‘Atar, Ta ‘adud al-Zaujat fi Syariah al-Islam (Cet. V; Al-Qahirah: Maktabah al-
Muhtadin, t.th.), h. 98-103.

$5Abu Daud al-Sajasant, Sunan 4bt Daud, Jilid 2 (Cet. I; Bairiit: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1969), h. 102.
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Hadis di atas menjelaskan wajibnya keadilan dan menegaskan bahwa kewajiban
kepada semua istri harus sama dalam muamalah yang nampak atau manusiawi. Keadilan
dalam nafkah, kebaikan dan yang lainya kecuali dalam perkara hati.®
¢. Menghindari perpecahan dalam keluarga karena kecenderungan kepada salah satu istri

akan menyebabkan ketidakadilan dan kecenderungan pula kepada anak-anak yang
akan menyebabkan putusnya kasih sayang dan cinta di antara mereka yang akan
berubah menjadi dendam dan kebencian.*’

d. Tidak memudah-memudahkan dalam syariat Allah swt. dan menjauhi poligami jika
takut tidak akan mampu berbuat adil kepada semua istri dan mencukupkan pernikahan
dengan satu wanita saja.*

Keadilan dalam lingkup poligami sangatlah penting ditegakkan oleh suami kepada
semua istrinya. Baik istri muda, istri tua maupun anak yatim di bawah perwalian yang
dipoligaminya. Hal tersebut penting untuk menciptakan keluarga yang tenang, nyaman
dan penuh kasih sayang serta mencegah terjadinya perpecahan antara istri dan anak-anak.
B. Anak Yatim dalam Islam

1. Pengertian Anak Yatim

Syariat Islam sangat memperhatikan urusan anak yatim dengan perhatian yang
besar dalam pemeliharaan, penjagaan harta serta hak-hak lainnya. Yatim adalah seorang
anak yang ayahnya meninggal sebelum dia balig (setelah balig maka tidak disebut yatim
lagi) sehingga dia hidup tanpa pencari nafkah dan tanpa ada yang mengurus urusannya.
Begitupun yang telah kehilangan kedua orang tuanya sehingga sangat memerlukan
bantuan dalam hidupnya. Ibn Taimiyyah mengatakan dalam Majmii’ al-Fatawa bahwa
yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya karena ayahnyalah yang mendidiknya,
menafkahinya dan membantunya.

2. Hak Anak Yatim

Sesungguhnya syariat Islam sangat memperhatikan urusan-urusan anak yatim dan
telah menetapkan bagi mereka hak-hak yang mencakup kelangsungan hidup baik pribadi
maupun bermasyarakat. Adapun hak-hak anak yatim dalam Islam yaitu; (a) hak hidup;
(b) hak nasab; (c) hak mendapatkan asi; (d) hak nafkah; (e) hak memiliki wali; (f) hak
kasih sayang.*

3. Urutan Wali Anak Yatim

Wali anak yatim sama dengan urutan wali dalam pernikahan. Ururtan wali
menurut Imam Syafi’T dalam pernikahan diurutkan sesuai dengan tuntunan yang dirujuk
kepada ayah atau tuannya, kemudian didahulukan aspek kekeluargaan, kemudian al-
Wala’ (yang telah memerdekakannya jika ia budak) dan kemudian kesultanan. Adapun
urutannya yaitu sebagai berikut; (a) paling berhak menjadi wali untuk menikahkan
seorang wanita adalah ayahnya, karena sebagian besar perwalian merujuk kepadanya; (b)
kemudian kakek dari pihak ayah; (c) ayah kakek dari pihak ayah dan ke nasab atas yang
lebih tinggi; (d) saudara laki-laki kandung; (e) saudara laki-laki seayah; (f) keponakan

3Al-Kasani, Bidai’ al-Sindi’ fi Tartth al-Syarai’. Jilid 3, (t.d.), h. 1547.

$"Mahmiid Muhammad Garib, Ta 'adud al-Zaujat baina Haqdiq al-Tanzi wa Iftirdiat al-Tadlil, (Cet. 11; Al-
Qahirah: Dar al-Qalam, 2004), h. 41.

38Sulaiman Ibn Ibrahim al-Lahim, Huquq al-Yatama Kama Ja’at fi Sirah al-Nisa’, Juz 2 (Cet. I; Al-Riyad:
Dar al-*Asimah, 2003), h. 48.

3%Mahmiid Ibn Ahmad Abii Musallam, Tukfah al-Yatim wa al-Lagit (t.d.), h. 6-7.

40¢Abdullah Ibn Nasir Ibn ‘Abdullah Al-Sudhan, Fadl Kafalah al-Yatim (Al-Riyad: t.p. 2000), h. 29-36.
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dari saudara kandung; (g) keponakan dari saudara seayah dan keturunan; (h) saudara laki-
laki ayah (paman); (i) paman ayah dari pihak ayahnya; (j) anak laki-laki masing-masing
kedua di atas dan keturunan; (k) selebihnya dari garis kekerabatan seperti dalam
warisan.*

Wali sangatlah penting bagi anak yatim agar ada yang memberikan hak anak
yatim dan menjaga hartannya. Begitupun agar ada yang mendidik, memelihara dan
membesarkannya. Serta mendatangkan maslahat untuk dirinya, masyarakat dan umat
muslim.

C. Al-Maslahah al-Mursalah
1. Definisi al-Maslakah al-Mursalah
Al-Maslahah al-Mursalah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata

yaitu al-Maslakah dan al-Mursalah. Kata al-Maslakah (i>L2l)) menurut arti bahasa
berarti al-Salah (CM\) dan wakidah al-Masalih (éu&\ 34>\s) yaitu kebenaran dan satu

kepentingan.*? Kata al-Mursalah (i) diambil dari kata al-Irsal (Jl)Y)) yaitu

mengirim yang maksudnya membebaskan.*®

Secara istilah al-Maslakah al-Mursalah adalah kemaslahatan yang belum
ditetapkan atau dibatalkan oleh syariat. Menurut imam al-Syatibi, al-Maslakah al-
Mursalah adalah suatu hukum yang tidak terdapat dalil khusus, tidak ditetapkan dan juga
dibatalkan tetapi disesuaikan dengan pertimbangan yang sesuai dengan maksud yang
diterima oleh syariat dalam penetapannya tanpa dalil. Imam al-Gazali mendefinisikan al-
Maslakah al-Mursalah adalah setiap kemaslahatan yang kembali ke penjagaan maksud
syariat, mengetahui bahwa itu dimaksudkan oleh Al-Qur’an, sunah, dan ijmak yang tidak
keluar dari dalil-dalil ini, tetapi ini tidak dinamakan giyas. *

2. Landasan Normatif al-Maslakah al-Mursalah

Ulama telah berbeda pendapat dalam penetapan al-Maslakah al-Mursalah
sebagai landasan dan dalil syarak. Adapun beberapa dalil ulama yang berpendapat bahwa
al-Maslakah al-Mursalah adalah salah satu landasan dan dalil syariat karena syariat telah
menetapkan kemaslahatan dalam setiap hukum* yaitu sebagai berikut:
a. Dalil dari Al-Qur’an

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hasyr/59: 2.

Terjemahnya:
Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang
mempunyai pandangan!.#

4Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, Al-Mausu’ah al-Fighiyyah, Juz 41 (Cet. I; Kuwait: t.p., 2002), h.
278.

“lbn Manzir, Lisan al- ‘Arab (Al-Qahirah: Dar al-Ma‘arif, 2007), h. 2479.

4|bn Manziir, Lisan al-‘Arab, h. 1645.

4“Muhammad Ibn Ahmad Biirkab, Al-Masalik al-Mursalah (Cet. I; Dimasyq: Dar al-Buhiis, 2002), h. 63.

4SMahmiid ‘Abdi al-Karim Hasan, Al-Masalik al-Mursalah, h. 41.

46Kementrian Agama R.1., Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan (Bandung: Sygma, 2007), h. 545,
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Jika dilihat perintah \j,wu (Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi

pelajaran) adalah perintah untuk melampaui batas. Pengambilan dalil terhadap sesuatu
berdasarkan kemaslahatan sebagai syariat yang diminta untuk melampaui yang belum
ditentukan sehingga harus dimasukkan di dalam nas. Adapun pendukung dari nas ini yaitu
perkataan ulama al-Syatibi bahwa setiap asal hukum yang tidak dibuktikan oleh nas
tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat dan maknanya diambil dari dalil-dalil maka
asal hukum tersebut benar dan dapat menjadi rujukan.*’
b. Sunah

Pembuktian Rasulullah saw. yang mengizinkan para sahabatnya untuk berijtihad
dalam konteks makna nas-nas umum ketika nas khusus tidak ada. Juga persetujuannya
terhadap sahabat menjadi syariat bagi umatnya untuk melewati jalan ini. Sebagaimana
hadis ketika Rasulullah saw. ketika mengirim Mu'adz ke Yaman.

Jpbiegd t JE A O6: 06 & OB 3 & adl 0 J6 ¢ ol G (e 13) el S
;%m\j%@@@wg%m3@?%@%@%@59:J@.Q%m

Baggls sl olyy) BE M Jsls 23 UEE & o5 Jols 35 ol b s J65 068 0
Artinya:

"Bagaimana kamu memutuskan perkara jika diajukan perkara kepadamu dalam

urusan hukum? Muadz menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah," jawab

Muadz dengan lugas. Rasulullah saw. bertanya kembali, “Bagaimana jika tidak

engkau temukan dalam kitab Allah? “Saya akan putuskan dengan sunah

Rasulullah, jawab Muadz. Rasulullah saw. bertanya kembali, jika tidak engkau

dapatkan dalam sunah Rasulullah dan tidak pula dalam kitab Allah? Muadz

menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan
berlebih-lebihan. Maka Rasulullah saw. menepuk dadanya seraya bersabda,

"Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai

dengan yang diridhai Rasulullah.” (H.R. Abu Daud).

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. rida dengan para sahabatnya untuk
berijtihad. Berijtihad untuk menetapkan hukum jika mereka tidak memiliki nas khusus.
Telah diketahui bahwa ijtihad mereka dalam syariat membawa manfaat dan mencegah
kerusakan.*

c. ljmak

Imam Fakhruddin al-Razi berkata bahwa ijmak adalah barang siapa yang
mengikuti syarat-syarat musyawarah para sahabat dengan ilmu yang pasti, bahwa syarat-
syarat ini yang dipertimbangkan oleh para ulama fikih dalam pembebasan analogi.
Syarat-syarat pertimbangan dalam sebab, asal-usul dan cabangnya tidak diperhatikannya,
melainkan mereka memperhatikan maslahatnya, mengetahui bahwa maksud hukum
adalah untuk mendatangkan kemaslahatan. Hal ini ditunjukkan dari para sahabat
Rasulullah saw. yang sepakat tentang kebolehan membuat cabang dari kaidah al-Istis/ah.

4"Muhammad Ibn Ahmad Biirkab, Al-Masalih al-Mursalah, h. 209.
48Abt Daud al-Sajistani, Sunan Abi Daud, Jilid 3 (Bairiit: Al-Maktabah al-*Asriyyah, t.th.), h. 303.
4SMuhammad Ibn Ahmad Birkab, Al-Masalik al-Mursalah, h. 210-211.
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Inilah dalil dari para sahabat ra. yang bersepakat dalam beberapa permasalahan yang
didasarkan pada al-MaslaZah al-Mursalah. Termasuk kesepakatan para sahabat ra. dalam
mengumpulkan dan menyalin Al-Qur’an pada masa Abu Bakar ra. dan Utsman ra. yang
tidak dibuktikan dengan nas khusus, tetapi menunjukkan bahwa itu sesuai dengan tujuan
syariat yaitu menjaga agama.>°

3. Ruang Lingkup al-Maslakah al-Mursalah

Ruang lingkup al-Maslakah al-Mursalah yaitu sebagai berikut:

a. Perkara ibadah, meskipun berkaitan dengan peribadatan dan pikiran yang tidak bisa
menangkap serta mendapatkan semua kemaslahatan dari setiap ibadah yang telah
ditentukan oleh syariat. Namun jika memungkinkan untuk mendapatkan sebagian
hukum maka ini tidak dilarang meskipun asalnya adalah sebuah peribadatan.!

b. Perkara muamalah, tradisi, pemerintahan dan perlakuan seseorang terhadap yang lain.
Hal ini dimaksudkan untuk membentuk masyarakat Islam atas dasar keadilan dan
kebajikan dan ini membutuhkan sesuatu hukum yang akan mendatangkan
kemaslahatan serta mencegah kerusakan. >

Al-Maslahah al-Mursalah juga mencakup masalah pernikahan. Hal tersebut
karena pernikahan termasuk dalam perkara muamalah. Sehingga bolehnya untuk mencari
hukum yang berkaitan dengan pernikahan menggunakan al-Maslakah al-Mursalah
seperti penetapan konsep keadilan wali terhadap hak anak yatim yang dipoligaminya
untuk mendatangkan kemaslahatan dalam rumah tangga poligami yang dijalankan dan
kemaslahatan dalam lingkungan masyarakat.

D. Konsep Keadilan Wali Terhadap Hak Anak Yatim yang Dipoligaminya Perspektif
Al-Maslahah Al-Mursalah

Seorang wali boleh menikahi anak yatim di bawah perwaliannya dengan syarat
wali dan anak yatim yang berada di bawah perwaliannya tersebut tidak memiliki
hubungan mahram. Ketika wali anak yatim seperti anak paman dari ayah (sepupu) yang
telah memelihara, menjaga dan membesarkannya memliki keinginan untuk menikahinya
saat dewasa maka diperbolehkan. Kebolehan tersebut dengan memindahkan
perwaliannya kepada siapa yang harus menjadi wali setelahnya sesuai urutan perwalian
untuk menjadi wali nikah.

Namun, ketika seorang wali menikahkan anak yatim yang di bawah perwaliannya
dengan dirinya sendiri terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukumnya. Imam
SyafiT dan Imam Ahmad melarang hal tersebut, berdasarkan permisalan wali dengan
hakim dan saksi (maksudnya, bahwa seorang hakim tidak boleh menghukumi untuk
dirinya sendiri dan seorang saksi tidak boleh bersaksi untuk dirinya sendiri). Malik
membolehkan hal itu dengan dalil dari hadis Rasulullah saw., bahwa Rasulullah saw.
menikah dengan Ummu Salamah tanpa wali karena putranya masih kecil. Serta hadis,
bahwa Rasulullah saw. memerdekakan Safiyyah, lalu menjadikan pemerdekaannya itu
sebagai maharnya.®

Berkaitan dengan ini seorang wali tidak boleh menikahkan anak yatim dengan
dirinya sendiri jika masih ada seseorang yang berhak menjadi walinya yang sesuai dengan

50Muhammad Ibn Ahmad Biirkab, Al-Masalih al-Mursalah, h. 216-217.

SIMuhammad Ibn Ahmad Biirkab, Al-Masalih al-Mursalah, h. 92.

52Muhammad lbn Ahmad Burkab, Al-Masalik al-Mursalah, h. 76.

%31bn Rusydi al-Hafid, Bidayah al-Mujtahid (Cet. I; Bidaya: Dar al-‘Ilmiyyah, 2016), h. 526.
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urutan perwalian nikah. Tapi jika tidak ada seorang yang berhak menjadi wali anak yatim
tersebut maka boleh wali menikahkan anak yatim dengan dirinya sendiri. Adapun untuk
anak yatim yang sama sekali tidak memiliki keluarga yang berhak menjadi walinya sesuai
ketentuan wali nikah maka wali nikah boleh diserahkan kepada hakim.

Keadilan yang wajib ditunaikan oleh wali terhadap anak yatim dan istri-istrinya
yang berlandaskan dengan al-Maslakah al-Mursalah yaitu sebagai berikut.

1. Nafkah dan Pakaian

Adil dalam pemeberian nafkah dan pakaian wajib bagi wali terhadap anak yatim
dan istri lainnya. Harta anak yatim yang berada dalam penjagaan walinya yang
mempoligaminya harus dikembalikan semuanya kepada anak yatim tersebut sebagaimana
hukum asal bagi anak yatim yang sudah balig dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-
Nisa’/4: 6.

?’L;ﬁ o) 15830 1055 23 Andie O AT 1AL 15 i ARG
Terjemahnya:

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka
cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai
(mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.>*

Ayat di atas menjelaskan Jika anak yatim yang telah balig dan mereka cukup
dewasa untuk mengatur harta mereka dengan baik, maka harta mereka harus
dikembalikan kepada mereka. Kebodohan akan dihapus dari mereka, perwalian akan
dihapus dari mereka, dan pembatasan akan dihapus dan diangkat dari mereka. Diwajibkan
menyegerakan pengembalian harta kepada anak yatim jika mereka telah balig dan berakal
tanpa menunda-nunda dan tanpa memberatkan mereka dengan meminta sebagiannya.*®

Harta anak yatim tersebut tidak termasuk dalam nafkah dari wali yang merupakan
suaminya. Maka tidak boleh bagi wali menahan harta anak yatim untuk dijadikan nafkah
kepada anak yatim yang dipoligaminya. Wajib bagi wali untuk memberikan nafkah dari
hartanya sendiri. Hal ini untuk mendatangkan maslahat dalam keluarga karena harta anak
yatim tersebut adalah harta dari orang tuanya dan berhak untuk dia miliki seluruhnya
dengan tetap mendapatkan nafkah dari suaminya agar tidak merasa dikesampingkan oleh
wali yang menjadi suaminya dan tetap mendapatkan haknya dalam rumah tangga.

2. Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer bagi setiap manusia dan
setiap keluarga. Begitu halnya dalam poligami, setiap istri berhak mendapatkan tempat
tinggal yang layak dari suaminya. Termasuk anak yatim yang dipoligami oleh walinya
berhak mendapatkan tempat tinggal yang terpisah dari keluarga suaminya yang
merupakan wali yang telah merawat, mendidik, menjaga harta dan memberikan tempat
tinggal di dalam rumahnya. Adapun kemaslahatan dari memisahkan tempat tinggal antara
istri yaitu agar tidak terjadi kecemburuan yang berlebih sehingga menimbulkan
pertengkaran antara istri begitupun antara anak-anaknya.

3. Pembagian Malam

54Kementrian Agama R.1., Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan (Bandung: Sygma, 2007), h. 77.
5Sulaiman Ibn Ibrahim al-Lahim, Huquq al-Yatama Kama Ja’at fi Siirah al-Nisa’, Juz 2 (Cet. I; Al-Riyad:
Dar al-‘Asimah, 2003), h. 77-78.
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Pembagian malam merupakan salah satu keadilan yang harus diberikan suami
kepada setiap istrinya. Termasuk kepada anak yatim yang dipoligaminya. Adapun al-
Wayr'u (hubungan biologis) tidak wajib bagi suami untuk menyamakan jumlah atau
banyaknya antara istri satu dengan yang lain, karena hal tersebut berkaitan dengan hati,
perasaan dan kecintaan kepada istri. Persoalan hati dan cinta bukanlah milik manusia tapi
milik sang pencipta yaitu Allah swt. Namun jika suami mampu menyamakan al-Wa¢ u
kepada semua istrinya maka ini yang lebih baik dan lebih utama.

4. Perbuatan Baik

Setiap manusia berhak mendapatkan kebaikan dari orang lain. Perbuatan baik
adalah salah satu sifat yang dicintai oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. Perbuatan baik
sangatlah dibutuhkan dalam berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Begitupula
dalam lingkup poligami yang mengharuskan suami berbuat baik kepada setiap istri, anak-
anak maupun anak yatim yang telah dipoligaminya. Meskipun wali anak yatim memiliki
peran penting terhadap anak yatim dalam pemeliharaan, pendidikan dan penjagaan harta,
wali juga tetap harus memberikan mahar kepada anak yatim yang di bawah perwaliannya
yang ingin dinikahinya atau dipoligaminya tanpa mengurangi harta anak yatim yang
berada dalam penjagaannya karena mahar dalam pernikahaan adalah hak anak yatim yang
akan menjadi istri walinya dan hartanya juga merupakan hak dari arah yang berbeda yaitu
dari orangtuanya.

5. Pencatatan Poligami di Pengadilan Agama

Selain syariat yang telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan poligami
terdapat pula hukum negara yang telah mengatur prosedur poligami. Bahwa setiap suami
yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan
ketika perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari
Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.® Jadi penting bagi suami untuk
melaksanakan ketentuan di atas agar status pernikahannya dengan istri kedua, ketiga atau
keempat tercatat oleh negara dan memiliki hak dalam hukum seperti memperoleh buku
nikah, kartu keluarga, akta kelahiran bagi anak-anaknya dan yang lainnya. Hal ini juga
berlaku untuk anak yatim yang dipoligami oleh walinya.

Pencatatan poligami di Pengadilan Agama menjadi salah satu kewajiban bagi
wali yang mempoligami anak yatim di bawah perwaliannya. Hal ini juga menjadi salah
satu keadilan dalam poligami yang harus diberikan wali kepada anak yatim tersebut.
Keadilan ini diwajibkan berdasarkan al-Maslakah al-Mursalah yang bertujuan untuk
mencapai kemaslahatan pribadi, keluarga dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, urgensi keadilan poligami dalam Islam yaitu mencegah terjadinya
kezaliman kepada istri, menjauhi azab Allah swt. yang pedih di hari kiamat, menghindari
perpecahan dalam keluarga, tidak memudah-memudahkan dalam syariat Allah swt. dan
menjauhi poligami jika takut tidak akan mampu berbuat adil kepada semua istri dan
mencukupkan pernikahan dengan satu wanita saja.

%6Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab I1X pasal 55.
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Kedua, konsep perwalian wanita yatim dalam syariat Islam yaitu wali anak yatim
sama dengan urutan wali dalam pernikahan. Urutan wali menurut Imam Syafi’1 dalam
pernikahan diururtkan sesuai dengan tuntunan yang dirujuk kepada ayah atau tuannya,
kemudian didahulukan aspek kekeluargaan (sesuai urutan yang berhak mendapatkan
warisan), kemudian al-Wala’ (yang telah memerdekakannya jika budak) dan terakhir
adalah kesultanan (hakim).

Ketiga, konsep keadilan wali terhadap hak anak yatim yang dipoligaminya yaitu
tidak ada perbedaan keadilan antara wanita yatim yang dipoligami oleh walinya dengan
wanita lain baik dari nafkah, pakaian, tempat tinggal, pembagian malam dan kebaikan
suami termasuk pemberian mahar karena mahar dalam pernikahaan adalah hak anak
yatim yang akan menjadi istri walinya dan hartanya juga merupakan hak dari arah yang
berbeda yaitu dari orangtuanya. Adapun konsep keadilan wali terhadap hak anak yatim
yang dipoligami dalam perspektif al-Maslazah al-Mursalah adalah melakukan prosedur
poligami menurut hukum negara yaitu pencatatan poligami di Pengadilan Agama yang
harus dilaksanakan oleh seorang suami yang ingin menambabh istri lebih dari satu juga
berlaku untuk anak yatim yang dipoligami oleh walinya demi kemaslahatan pribadi,
keluarga dan masyarakat.
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